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NOMOR 87 TAHUN 2024 

TENTANG 

 
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN  

DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN 
 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan 
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 
dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak 
yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap 
penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar 
pelayanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan 

Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan  Dan Kebudayaan 
Kabupaten Sarolangun. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
5679); 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649) 

4. Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 615); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang 
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
dan Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 704); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  24 
Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah; 

 



 
 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN STANDAR 
PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KABUPATEN SAROLANGUN. 

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun dengan rincian sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

KEDUA : Standar   Pelayanan   sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 
meliputi ruang lingkup pelayanan: 
a. barang; 
b. jasa; dan 
c. administratif. 

KETIGA :  Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah : 
1. Standar Pelayanan Legalisir Ijazah; 
2. Standar Pelayanan Penerimaan Magang/PKL/KKN/Penelitian; 

3. Standar Pelayanan Update Data Pokok Pendidikan (Dapodik); 
4. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Mutasi/ Pindah Siswa; 
5. Standar Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional; 
6. Standar Pelayanan Rekomendasi Pindah Rayon Siswa; 
7. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah; 
8. Standar Pelayanan Rekomendasi Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS); 
9. Standar Pelayanan Perpanjangan Tenaga Kontrak Daerah; 

10. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 

11. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Mutasi Pegawai Negeri 
Sipil Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 

12. Standar Pelayanan Cuti Pegawai Negeri Sipil Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan; 

13. Standar Pelayanan Pengajuan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan; 

14. Standar Pelayanan Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak 
Usia Dini. 

KEEMPAT :  Standar   Pelayanan   sebagaimana   terlampir   dalam   Lampiran 
Keputusan  ini wajib dilaksanakan  oleh  penyelenggara/pelaksana dan   
sebagai   acuan   dalam   penilaian   kinerja   pelayanan   oleh pimpinan  
penyelenggara,  aparat  pengawasan,  dan  masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. 

KEEMPAT :  Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. 
 

 
Ditetapkan di Sarolangun 
pada tanggal  31 Desember 2024 
 
KEPALA DINAS, 
 

 

 

 

Drs. H. ARSYAD, S.H., M.Pd.I.  
PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 196806041998031004 

Tembusan disampaikan Kepada Yth : 

1. Bapak Bupati Sarolangun (sebagai laporan); 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun; 

3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sarolangun di sarolangun; 

4. Arsip. 



 

 

LAMPIRAN      KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN 
 SAROLANGUN 

  NOMOR             87  TAHUN 2024 
  TANGGAL          31 DESEMBER 2024 

  TENTANG   
  PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN  

DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN 
 
 

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN  

DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN 

 
A. PENDAHULUAN 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sarolangun Tahun  2016 Nomor  5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun  Nomor 5 Tahun 2016  tentang 

Pembentukan Dan Susunan  Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10) dan Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Unit Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun beralamat di  

komplek perkantoran gunung kembang sarolangun dengan alamat website 

disdikbud.sarolangunkab.go.id, email disdikbud.srl@gmail.com. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun merupakan unsur 

pelaksana urusan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh 

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah dan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan dan 

Kebudayaan serta tugas pembantuan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Sarolangun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

Pendidikan dan Kebudayaan; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun menetapkan Maklumat Pelayanan yaitu : 

1. Sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan; 

2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban; 

3. Melakukan perbaikan secara terus menerus; dan 



4. Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila 

pelayanan yang diberikan tidak sesuai. 

Sedangkan Motto Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah 

“TANGGUH” yaitu Transparan, Akuntabel, Normatif, Gesit, Gereget, Unggul, dan 

Harmonis. 

 

B. STANDAR PELAYANAN 

1. Standar Pelayanan Legalisir Ijazah 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 29 
Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat 
Tanda Tamat Belajar,Surat Keterangan Pengganti 
Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat 
Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar 
Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah. 

4. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 62 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Unit Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun 

2 Syarat Pelayanan 1. Dokumen Asli; 
2. Fotokopi dokumen maksimal 10 (sepuluh) lembar per 

dokumen; 
3. Fotokopi KTP pemohon; 

3 Sistem,  
Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Fotokopi dokumen dikumpulkan dalam map folio; 
2. Pengecekan berkas asli dengan fotokopi dan pemberian 

stempel legalisir oleh petugas; 
3. Berkas fotokopi di acc dan dilegalisasi/ paraf oleh 

sekretaris Dinas; 

4 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

Jangka Waktu Penyelesaian  adalah maksimal 2 hari kerja 
setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap. 

5 Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya (Gratis) 

6 Produk Pelayanan  Pelayanan Legalisasi Ijazah 

7 Sarana, Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

- Meja; 

- Buku Agenda; 

- ATK; 

- Stempel. 

8 Kompetensi 
Pelaksana 

- Pendidikan minimal SLTA/sederajat 

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

9 Pengawasan 

Internal 

1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang 

2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional 
3. Dilaksanakan secara Kontinyu 

10 Penanganan 
Pengaduan  Saran 
dan Masukan 

1. Melalui Kotak Pengaduan 
2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan 

Masukan 
3. Melalui Website disdikbud.sarolangunkab.go.id  

11 Jumlah Pelaksana Jumlah Personil sebanyak 3 (tiga) Orang 

12 Jaminan Pelayanan Transparan, Akuntabel, Normatif, Gesit, Gereget, Unggul, 

dan Harmonis  

13 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan 

1. Dokumen legalisir ditandatangani serta cap basah, 
sehingga dijamin keabsahannya; 

2. Diagendakan pada agenda legalisir. 



14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran 
penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang 
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam 
bentuk laporan secara berkala dan periodik) 

 

2. Standar Pelayanan Penerimaan Magang/PKL/KKN/Penelitian; 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 
3. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Unit Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun 

2 Syarat Pelayanan 1. Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun; 

2. Mencantumkan tempat /lokasi /Sekolah yang dituju di 

Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Sarolangun; 

3. Mencantumkan daftar nama peserta 
magang/PKL/KKN/Penelitian. 

3 Sistem,  
Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen ke staf Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Dokumen diagendakan pada Agenda Surat Masuk; 
3. Dokumen dinaikkan ke pimpinan untuk mendapatkan 

disposisi/persetujuan; 
4. Dokumen izin Magang/PKL/KKN/Penelitian diterbitkan dan 

ditandatangani oleh Kepala Dinas; 
5. Dokumen izin Magang/PKL/KKN/Penelitian diserahkan 

kepada pemohon. 

4 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

Jangka Waktu Penyelesaian  adalah maksimal 2 hari kerja 
setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap. 

5 Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya (Gratis) 

6 Produk Pelayanan  Dokumen Izin Magang/PKL/KKN/Penelitian. 

7 Sarana, Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

- Komputer dan Printer; 

- Meja; 

- Buku Agenda; 

- ATK; 

- Stempel. 

8 Kompetensi 
Pelaksana 

- Pendidikan minimal SLTA/sederajat 

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

9 Pengawasan 
Internal 

1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang 
2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional 
3. Dilaksanakan secara Kontinyu 

10 Penanganan 
Pengaduan  Saran 
dan Masukan 

1. Melalui Kotak Pengaduan 
2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan 

Masukan 
3. Melalui Website disdikbud.sarolangunkab.go.id  

11 Jumlah Pelaksana Jumlah Personil sebanyak 2 (dua) Orang 

12 Jaminan Pelayanan Transparan, Akuntabel, Normatif, Gesit, Gereget, Unggul, 
dan Harmonis  

13 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan 

1. Dokumen ditandatangani serta cap basah, sehingga 
dijamin keabsahannya; 

2. Diagendakan pada buku agenda. 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran 
penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang 
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam 

bentuk laporan secara berkala dan periodik) 



 

3. Standar Pelayanan Update Data Pokok Pendidikan (Dapodik); 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

4. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 62 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Unit Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun 

2 Syarat Pelayanan 1. Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun; 

2. Surat Tugas Operator Sekolah. 

3 Sistem,  

Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen ke staf Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Dokumen diagendakan pada Agenda Surat Masuk; 
3. Dokumen dinaikkan ke pimpinan untuk mendapatkan 

disposisi/persetujuan; 
4. Dokumen yang disetujui pimpinan diarahkan ke Operator 

Dapodik Kabupaten; 
5. Pemohon menemui Operator Dapodik Kabupaten. 

4 Jangka Waktu 

Penyelesaian 

Jangka Waktu Penyelesaian  adalah maksimal 2 hari kerja 

setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap. 

5 Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya (Gratis) 

6 Produk Pelayanan  Update Data Dapodik 

7 Sarana, Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

- Komputer dan Printer; 

- Meja; 

- Buku Agenda; 

- ATK; 

- Stempel. 

8 Kompetensi 
Pelaksana 

- Pendidikan minimal SLTA/sederajat 

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

9 Pengawasan 
Internal 

1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang 
2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional 
3. Dilaksanakan secara Kontinyu 

10 Penanganan 
Pengaduan  Saran 
dan Masukan 

1. Melalui Kotak Pengaduan 
2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan 

Masukan 

3. Melalui Website disdikbud.sarolangunkab.go.id  

11 Jumlah Pelaksana Jumlah Personil sebanyak 2 (dua) Orang 

12 Jaminan Pelayanan Transparan, Akuntabel, Normatif, Gesit, Gereget, Unggul, 
dan Harmonis  

13 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan 

1. Keabsahan data pada Aplikasi Dapodik. 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran 

penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang 
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam 
bentuk laporan secara berkala dan periodik) 

 

 

 

 



 

4. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Mutasi/ Pindah Siswa; 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010 Tentang    
Pengelolaan    dan    Penyelenggaraan Pendidikan; 

4. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Unit Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun 

2 Syarat Pelayanan 1. Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun; 

2. Surat Keterangan Pindah Sekolah dari sekolah asal; 
3. Surat Keterangan/ Formasi kelas dari Sekolah yang akan 

dituju; 

3 Sistem,  
Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen ke staf Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Dokumen diagendakan pada Agenda Surat Masuk; 
3. Dokumen dinaikkan ke pimpinan untuk mendapatkan 

disposisi/persetujuan; 
4. Dokumen yang disetujui pimpinan diarahkan ke Sub 

Bagian Program; 
5. Dokumen mutasi siswa diterbitkan dan ditandatangani 

oleh Kepala Dinas. 

4 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

Jangka Waktu Penyelesaian  adalah maksimal 2 hari kerja 
setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap. 

5 Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya (Gratis) 

6 Produk Pelayanan  Dokumen mutasi siswa 

7 Sarana, Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

- Komputer dan Printer; 

- Meja; 

- Buku Agenda; 

- ATK; 

- Stempel. 

8 Kompetensi 
Pelaksana 

- Pendidikan minimal SLTA/sederajat 

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

9 Pengawasan 
Internal 

1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang 
2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional 
3. Dilaksanakan secara Kontinyu 

10 Penanganan 

Pengaduan  Saran 
dan Masukan 

1. Melalui Kotak Pengaduan 

2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan 
Masukan 

3. Melalui Website disdikbud.sarolangunkab.go.id  

11 Jumlah Pelaksana Jumlah Personil sebanyak 2 (dua) Orang 

12 Jaminan Pelayanan Transparan, Akuntabel, Normatif, Gesit, Gereget, Unggul, 
dan Harmonis  

13 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 

Pelayanan 

1. Dokumen ditandatangani serta cap basah, sehingga 
dijamin keabsahannya; 

2. Diagendakan pada buku agenda.. 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran 
penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang 
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam 
bentuk laporan secara berkala dan periodik) 

 

 

 



5. Standar Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional; 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010 Tentang    
Pengelolaan    dan    Penyelenggaraan Pendidikan; 

4. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 62 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Unit Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun 

2 Syarat Pelayanan 1. Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun; 

2. Ceklist Pengajuan NPSN baru; 
3. Formulir Pangajuan NPSN baru; 
4. Profil Sekolah Lengkap; 
5. Fotocopi SK Pendirian Sekolah; 

6. Fotocopi SK Operasional Sekolah; 
7. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan; 
8. Status Kepemilikan lahan luas tanah; 
9. Foto Papan Nama Sekolah; 
10. Foto Gedung Sekolah Tampak Depan. 

3 Sistem,  
Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen ke staf Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Dokumen diagendakan pada Agenda Surat Masuk; 

3. Dokumen dinaikkan ke pimpinan untuk mendapatkan 
disposisi/persetujuan; 

4. Dokumen yang disetujui pimpinan diarahkan ke Sub 
Bagian Program; 

5. Dokumen Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 
diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. 

4 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

Jangka Waktu Penyelesaian  adalah maksimal 2 hari kerja 
setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap. 

5 Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya (Gratis) 

6 Produk Pelayanan  Dokumen Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 

7 Sarana, Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

- Komputer dan Printer; 

- Meja; 

- Buku Agenda; 

- ATK; 

- Stempel. 

8 Kompetensi 

Pelaksana 
- Pendidikan minimal SLTA/sederajat 

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

9 Pengawasan 
Internal 

1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang 
2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional 
3. Dilaksanakan secara Kontinyu 

10 Penanganan 
Pengaduan  Saran 
dan Masukan 

1. Melalui Kotak Pengaduan 
2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan 

Masukan 
3. Melalui Website disdikbud.sarolangunkab.go.id  

11 Jumlah Pelaksana Jumlah Personil sebanyak 2 (dua) Orang 

12 Jaminan Pelayanan Transparan, Akuntabel, Normatif, Gesit, Gereget, Unggul, 
dan Harmonis  

13 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan 

1. Dokumen ditandatangani serta cap basah, sehingga 
dijamin keabsahannya; 

2. Diagendakan pada buku agenda.. 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran 
penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang 

dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam 
bentuk laporan secara berkala dan periodik) 



 

6. Standar Pelayanan Rekomendasi Pindah Rayon Siswa; 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010 Tentang    
Pengelolaan    dan    Penyelenggaraan Pendidikan; 

4. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Unit Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun 

2 Syarat Pelayanan 1. Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun; 

2. Surat Keterangan Hasil Ujian; 
3. Pas Photo 3x4 2 (dua) lembar; 

3 Sistem,  

Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen ke staf Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Dokumen diagendakan pada Agenda Surat Masuk; 
3. Dokumen dinaikkan ke pimpinan untuk mendapatkan 

disposisi/persetujuan; 
4. Dokumen yang disetujui pimpinan diarahkan ke Bidang 

Pendidikan Dasar; 
5. Dokumen Rekomendasi Pindah Rayon diterbitkan dan 

ditandatangani oleh Kepala Dinas. 

4 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

Jangka Waktu Penyelesaian  adalah maksimal 2 hari kerja 
setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap. 

5 Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya (Gratis) 

6 Produk Pelayanan  Dokumen Rekomendasi Pindah Rayon Siswa 

7 Sarana, Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

- Komputer dan Printer; 

- Meja; 

- Buku Agenda; 

- ATK; 

- Stempel. 

8 Kompetensi 
Pelaksana 

- Pendidikan minimal SLTA/sederajat 

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

9 Pengawasan 
Internal 

1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang 
2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional 
3. Dilaksanakan secara Kontinyu 

10 Penanganan 
Pengaduan  Saran 

dan Masukan 

1. Melalui Kotak Pengaduan 
2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan 

Masukan 
3. Melalui Website disdikbud.sarolangunkab.go.id  

11 Jumlah Pelaksana Jumlah Personil sebanyak 2 (dua) Orang 

12 Jaminan Pelayanan Transparan, Akuntabel, Normatif, Gesit, Gereget, Unggul, 
dan Harmonis  

13 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan 

1. Dokumen ditandatangani serta cap basah, sehingga 
dijamin keabsahannya; 

2. Diagendakan pada buku agenda. 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran 
penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang 
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam 
bentuk laporan secara berkala dan periodik) 

 

 

 

 



7. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah; 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010 Tentang    
Pengelolaan    dan    Penyelenggaraan Pendidikan; 

4. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 62 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Unit Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun 

2 Syarat Pelayanan 1. Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun; 

2. Profil Sekolah Lengkap; 
3. Foto Gedung Sekolah/ Lokasi Gedung. 

3 Sistem,  
Mekanisme dan 

Prosedur 

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen ke staf Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Dokumen diagendakan pada Agenda Surat Masuk; 
3. Dokumen dinaikkan ke pimpinan untuk mendapatkan 

disposisi/persetujuan; 
4. Dokumen yang disetujui pimpinan diarahkan ke Bidang 

Pendidikan Dasar; 
5. Dokumen Rekomendasi Izin Operasional Sekolah 

diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. 

4 Jangka Waktu 

Penyelesaian 

Jangka Waktu Penyelesaian  adalah maksimal 2 hari kerja 

setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap. 

5 Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya (Gratis) 

6 Produk Pelayanan  Dokumen Rekomendasi Izin Operasional Sekolah 

7 Sarana, Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

- Komputer dan Printer; 

- Meja; 

- Buku Agenda; 

- ATK; 

- Stempel. 

8 Kompetensi 
Pelaksana 

- Pendidikan minimal SLTA/sederajat 

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

9 Pengawasan 
Internal 

1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang 
2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional 
3. Dilaksanakan secara Kontinyu 

10 Penanganan 
Pengaduan  Saran 
dan Masukan 

1. Melalui Kotak Pengaduan 
2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan 

Masukan 

3. Melalui Website disdikbud.sarolangunkab.go.id  

11 Jumlah Pelaksana Jumlah Personil sebanyak 2 (dua) Orang 

12 Jaminan Pelayanan Transparan, Akuntabel, Normatif, Gesit, Gereget, Unggul, 
dan Harmonis  

13 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan 

1. Dokumen ditandatangani serta cap basah, sehingga 
dijamin keabsahannya; 

2. Diagendakan pada buku agenda. 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran 

penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang 
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam 
bentuk laporan secara berkala dan periodik) 

 

 

 

 

 



8. Standar Pelayanan Rekomendasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS); 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010 Tentang    
Pengelolaan    dan    Penyelenggaraan Pendidikan; 

4. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 62 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Unit Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun 

2 Syarat Pelayanan 1. Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun; 

2. Dokumen Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah 
(RKAS)dengan format 3 tahap; 

3. Rekening Koran 2 (dua) rangkap; 
4. Laporan realisasi anggaran 2 (dua) rangkap; 

5. Buku Kas Umum; 
6. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (halaman depan); 
7. K7 Online; 
8. SPJ Tahap 1. 

3 Sistem,  
Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen ke staf Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Dokumen diagendakan pada Agenda Surat Masuk; 
3. Dokumen dinaikkan ke pimpinan untuk mendapatkan 

disposisi/persetujuan; 
4. Dokumen yang disetujui pimpinan diarahkan ke Bidang 

Pendidikan Dasar; 
5. Dokumen Rekomendasi Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. 

4 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

Jangka Waktu Penyelesaian  adalah maksimal 2 hari kerja 
setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap. 

5 Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya (Gratis) 

6 Produk Pelayanan  Dokumen Rekomendasi Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS); 

7 Sarana, Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

- Komputer dan Printer; 

- Meja; 

- Buku Agenda; 

- ATK; 

- Stempel. 

8 Kompetensi 

Pelaksana 
- Pendidikan minimal SLTA/sederajat 

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

9 Pengawasan 
Internal 

1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang 
2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional 
3. Dilaksanakan secara Kontinyu 

10 Penanganan 
Pengaduan  Saran 
dan Masukan 

1. Melalui Kotak Pengaduan 
2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan 

Masukan 
3. Melalui Website disdikbud.sarolangunkab.go.id  

11 Jumlah Pelaksana Jumlah Personil sebanyak 2 (dua) Orang 

12 Jaminan Pelayanan Transparan, Akuntabel, Normatif, Gesit, Gereget, Unggul, 
dan Harmonis  

13 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan 

1. Dokumen ditandatangani serta cap basah, sehingga 
dijamin keabsahannya; 

2. Diagendakan pada buku agenda. 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran 
penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang 

dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam 
bentuk laporan secara berkala dan periodik) 



 

9. Standar Pelayanan Perpanjangan Tenaga Kontrak Daerah; 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010 Tentang    
Pengelolaan    dan    Penyelenggaraan Pendidikan; 

4. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Unit Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun 

2 Syarat Pelayanan 1. Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun; 

2. SKP Kontrak Daerah (Nilai Evaluasi Kinerja Tenaga 
Kontrak Daerah). 

3 Sistem,  

Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen ke staf Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Dokumen diagendakan pada Agenda Surat Masuk; 
3. Dokumen dinaikkan ke pimpinan untuk mendapatkan 

disposisi/persetujuan; 
4. Dokumen yang disetujui pimpinan diarahkan ke Bidang 

PMPTK; 
5. Dokumen Perpanjangan Tenaga Kontrak Daerah 

diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. 

4 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

Jangka Waktu Penyelesaian  adalah maksimal 2 hari kerja 
setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap. 

5 Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya (Gratis) 

6 Produk Pelayanan  Dokumen Perpanjangan Tenaga Kontrak Daerah; 

7 Sarana, Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

- Komputer dan Printer; 

- Meja; 

- Buku Agenda; 

- ATK; 

- Stempel. 

8 Kompetensi 
Pelaksana 

- Pendidikan minimal SLTA/sederajat 

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

9 Pengawasan 
Internal 

1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang 
2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional 
3. Dilaksanakan secara Kontinyu 

10 Penanganan 
Pengaduan  Saran 

dan Masukan 

1. Melalui Kotak Pengaduan 
2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan 

Masukan 
3. Melalui Website disdikbud.sarolangunkab.go.id  

11 Jumlah Pelaksana Jumlah Personil sebanyak 2 (dua) Orang 

12 Jaminan Pelayanan Transparan, Akuntabel, Normatif, Gesit, Gereget, Unggul, 
dan Harmonis  

13 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan 

1. Dokumen ditandatangani serta cap basah, sehingga 
dijamin keabsahannya; 

2. Diagendakan pada buku agenda. 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran 
penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang 
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam 
bentuk laporan secara berkala dan periodik) 

 

 

 



10. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pegawai 
Negeri Sipil Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 
Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 

4. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 62 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Unit Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun 

2 Syarat Pelayanan 1. Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun; 

2. Fotokopi SK Pangkat terakhir; 
3. Fotokopi SK Jafung Guru; 

4. Fotokopi SK CPNS; 
5. Fotokopi SK PNS; 
6. Fotokopi SK Mutasi (bila ada); 
7. Fotokopi Piagam Sumpah PNS (untuk kenaikan pangkat 

pertama); 
8. Fotokopi Kartu Pegawai; 
9. Fotokopi Konversi NIP baru; 
10. Fotokopi Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir; 

11. Asli Nilai Publikasi Ilmiah (untuk gol III/b keatas); 
12. Fotocopy Kartu NUPTK; 
13. PAK Terakhir; 
14. DUPAK; 
15. SK Pembagian Tugas dari Kepala Sekolah; 
16. PKG (Instrumen dan Lampiran, Fotokopi SK Tim Penilai, 

Pakta Integritas); 
17. Piagam/Sertifikat Asli (Lampirkan SPT, jadwal kegiatan, 

dan resume) 

18. Analisis (dijilid) 

3 Sistem,  
Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen ke staf Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Dokumen diagendakan pada Agenda Surat Masuk; 
3. Dokumen dinaikkan ke pimpinan untuk mendapatkan 

disposisi/persetujuan; 
4. Dokumen yang disetujui pimpinan diarahkan ke Bidang 

PMPTK; 

5. Dokumen Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri 
Sipil Pendidik dan Tenaga Kependidikan diterbitkan dan 
ditandatangani oleh Kepala Dinas. 

4 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

Jangka Waktu Penyelesaian  adalah maksimal 2 hari kerja 
setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap. 

5 Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya (Gratis) 

6 Produk Pelayanan  Dokumen Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri 
Sipil Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

7 Sarana, Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

- Komputer dan Printer; 

- Meja; 

- Buku Agenda; 

- ATK; 

- Stempel. 

8 Kompetensi 
Pelaksana 

- Pendidikan minimal SLTA/sederajat 

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

9 Pengawasan 
Internal 

1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang 
2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional 



3. Dilaksanakan secara Kontinyu 

10 Penanganan 
Pengaduan  Saran 
dan Masukan 

4. Melalui Kotak Pengaduan 
5. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan 

Masukan 
6. Melalui Website disdikbud.sarolangunkab.go.id  

11 Jumlah Pelaksana Jumlah Personil sebanyak 2 (dua) Orang 

12 Jaminan Pelayanan Transparan, Akuntabel, Normatif, Gesit, Gereget, Unggul, 
dan Harmonis  

13 Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 
Pelayanan 

1. Dokumen ditandatangani serta cap basah, sehingga 

dijamin keabsahannya; 
2. Diagendakan pada buku agenda. 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran 
penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang 
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam 
bentuk laporan secara berkala dan periodik) 

 

11. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Mutasi Pegawai Negeri Sipil 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 
tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/ 
Kota dan antar Provinsi; 

4. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 62 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Unit Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun 

2 Syarat Pelayanan 1. Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun; 

2. Rekomendasi Melepas; 
3. Rekomendasi Menerima; 
4. Fotokopi SK CPNS; 

5. Fotokopi SK PNS; 
6. Fotokopi SK Terakhir; 
7. SKP 2 Tahun Terakhir; 
8. Fotokopi Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir; 

3 Sistem,  
Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen ke staf Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Dokumen diagendakan pada Agenda Surat Masuk; 
3. Dokumen dinaikkan ke pimpinan untuk mendapatkan 

disposisi/persetujuan; 
4. Dokumen yang disetujui pimpinan diarahkan ke Bidang 

PMPTK; 
5. Dokumen Rekomendasi Mutasi Pegawai Negeri Sipil 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan diterbitkan dan 
ditandatangani oleh Kepala Dinas. 

4 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

Jangka Waktu Penyelesaian  adalah maksimal 2 hari kerja 
setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap. 

5 Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya (Gratis) 

6 Produk Pelayanan  Dokumen Rekomendasi Mutasi Pegawai Negeri Sipil 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

7 Sarana, Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

- Komputer dan Printer; 

- Meja; 

- Buku Agenda; 

- ATK; 

- Stempel. 



8 Kompetensi 
Pelaksana 

- Pendidikan minimal SLTA/sederajat 

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

9 Pengawasan 
Internal 

1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang 
2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional 
3. Dilaksanakan secara Kontinyu 

10 Penanganan 
Pengaduan  Saran 
dan Masukan 

1. Melalui Kotak Pengaduan 
2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan 

Masukan 

3. Melalui Website disdikbud.sarolangunkab.go.id  

11 Jumlah Pelaksana Jumlah Personil sebanyak 2 (dua) Orang 

12 Jaminan Pelayanan Transparan, Akuntabel, Normatif, Gesit, Gereget, Unggul, 
dan Harmonis  

13 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan 

1. Dokumen ditandatangani serta cap basah, sehingga 
dijamin keabsahannya; 

2. Diagendakan pada buku agenda. 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran 
penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang 

dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam 
bentuk laporan secara berkala dan periodik) 

 

12. Standar Pelayanan Cuti Pegawai Negeri Sipil Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan; 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti 
Pegawai Negeri Sipil; 

4. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 62 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Unit Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun 

2 Syarat Pelayanan 1. Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun; 

2. Permohonan dari yang bersangkutan; 
3. Formulir Pemberian Cuti; 
4. Fotokopi SK CPNS; 
5. Fotokopi SK PNS; 
6. Fotokopi SK Terakhir; 

3 Sistem,  
Mekanisme dan 

Prosedur 

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen ke staf Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Dokumen diagendakan pada Agenda Surat Masuk; 
3. Dokumen dinaikkan ke pimpinan untuk mendapatkan 

disposisi/persetujuan; 
4. Dokumen yang disetujui pimpinan diarahkan ke Bidang 

PMPTK; 
5. Dokumen Rekomendasi Cuti Pegawai Negeri Sipil Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan diterbitkan dan ditandatangani 
oleh Kepala Dinas. 

4 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

Jangka Waktu Penyelesaian  adalah maksimal 2 hari kerja 
setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap. 

5 Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya (Gratis) 

6 Produk Pelayanan  Dokumen Rekomendasi Cuti Pegawai Negeri Sipil Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan 

7 Sarana, Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

- Komputer dan Printer; 

- Meja; 

- Buku Agenda; 



- ATK; 

- Stempel. 

8 Kompetensi 
Pelaksana 

- Pendidikan minimal SLTA/sederajat 

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

9 Pengawasan 
Internal 

1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang 
2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional 
3. Dilaksanakan secara Kontinyu 

10 Penanganan 

Pengaduan  Saran 
dan Masukan 

1. Melalui Kotak Pengaduan 

2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan 
Masukan 

3. Melalui Website disdikbud.sarolangunkab.go.id  

11 Jumlah Pelaksana Jumlah Personil sebanyak 2 (dua) Orang 

12 Jaminan Pelayanan Transparan, Akuntabel, Normatif, Gesit, Gereget, Unggul, 
dan Harmonis  

13 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 

Pelayanan 

1. Dokumen ditandatangani serta cap basah, sehingga 
dijamin keabsahannya; 

2. Diagendakan pada buku agenda. 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran 
penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang 
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam 
bentuk laporan secara berkala dan periodik) 

 

13. Standar Pelayanan Pengajuan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan; 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang 
Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil dan 
Janda/Dudanya; 

4. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 62 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Unit Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun 

2 Syarat Pelayanan 1. Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun; 

2. Permohonan dari yang bersangkutan; 
3. Permohonan dari Ahli waris jika PNS bersangkutan 

meninggal dunia; 
4. Daftar Susunan Keluarga disahkan oleh Kecamatan; 

5. Fotokopi SK CPNS (legalisir); 
6. Fotokopi SK PNS (legalisir); 
7. Fotokopi SK Terakhir (legalisir); 
8. Fotokopi SK PMK (jika ada) (legalisir); 
9. Fotokopi SK Jafung (jika ada) (legalisir) 
10. Fotokopi Surat Nikah/Surat Keterangan Cerai (legalisir 

KUA) 
11. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia; 

12. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih ditanggung 
(legalisir) 

13. Asli Surat Keterangan Sekolah/ Kuliah; 
14. Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin 

Sedang/ Berat 1 Tahun terakhir ditandatangani JPT 
Pratama; 

15. Fotokopi SKP 1 Tahun Terakhir; 

3 Sistem,  
Mekanisme dan 

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen ke staf Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian; 



Prosedur 2. Dokumen diagendakan pada Agenda Surat Masuk; 
3. Dokumen dinaikkan ke pimpinan untuk mendapatkan 

disposisi/persetujuan; 
4. Dokumen yang disetujui pimpinan diarahkan ke Bidang 

PMPTK; 
5. Dokumen Rekomendasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan diterbitkan dan 
ditandatangani oleh Kepala Dinas. 

4 Jangka Waktu 

Penyelesaian 

Jangka Waktu Penyelesaian  adalah maksimal 2 hari kerja 

setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap. 

5 Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya (Gratis) 

6 Produk Pelayanan  Dokumen Rekomendasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

7 Sarana, Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

- Komputer dan Printer; 

- Meja; 

- Buku Agenda; 

- ATK; 

- Stempel. 

8 Kompetensi 
Pelaksana 

- Pendidikan minimal SLTA/sederajat 

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

9 Pengawasan 
Internal 

1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang 
2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional 
3. Dilaksanakan secara Kontinyu 

10 Penanganan 

Pengaduan  Saran 
dan Masukan 

4. Melalui Kotak Pengaduan 

5. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan 
Masukan 

6. Melalui Website disdikbud.sarolangunkab.go.id  

11 Jumlah Pelaksana Jumlah Personil sebanyak 2 (dua) Orang 

12 Jaminan Pelayanan Transparan, Akuntabel, Normatif, Gesit, Gereget, Unggul, 
dan Harmonis  

13 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 

Pelayanan 

1. Dokumen ditandatangani serta cap basah, sehingga 
dijamin keabsahannya; 

2. Diagendakan pada buku agenda. 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran 
penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang 
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam 
bentuk laporan secara berkala dan periodik) 

 

14. Standar Pelayanan Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia 
Dini. 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD); 

4. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 62 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Unit Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun 

2 Syarat Pelayanan 1. Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sarolangun; 

2. Profil Lembaga; 
3. Data Peserta Didik; 

3 Sistem,  
Mekanisme dan 

Prosedur 

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen ke staf Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Dokumen diagendakan pada Agenda Surat Masuk; 



3. Dokumen dinaikkan ke pimpinan untuk mendapatkan 
disposisi/persetujuan; 

4. Dokumen yang disetujui pimpinan diarahkan ke Bidang 
PAUDNI; 

5. Dokumen Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 
diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. 

4 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

Jangka Waktu Penyelesaian  adalah maksimal 2 hari kerja 
setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap. 

5 Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya (Gratis) 

6 Produk Pelayanan  Dokumen Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak 
Usia Dini 

7 Sarana, Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

- Komputer dan Printer; 

- Meja; 

- Buku Agenda; 

- ATK; 

- Stempel. 

8 Kompetensi 
Pelaksana 

- Pendidikan minimal SLTA/sederajat 

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

9 Pengawasan 
Internal 

1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang 
2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional 
3. Dilaksanakan secara Kontinyu 

10 Penanganan 
Pengaduan  Saran 
dan Masukan 

1. Melalui Kotak Pengaduan 
2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan 

Masukan 

3. Melalui Website disdikbud.sarolangunkab.go.id  

11 Jumlah Pelaksana Jumlah Personil sebanyak 2 (dua) Orang 

12 Jaminan Pelayanan Transparan, Akuntabel, Normatif, Gesit, Gereget, Unggul, 
dan Harmonis  

13 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan 

1. Dokumen ditandatangani serta cap basah, sehingga 
dijamin keabsahannya; 

2. Diagendakan pada buku agenda. 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran 

penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang 
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam 
bentuk laporan secara berkala dan periodik) 
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